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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENOLAK ATAU MEMBERIKAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang
Pejabat yang Berwenang Menolak atau Memberikan lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang
Pejabat yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan

saat ini;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat
yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan  Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3424);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 352};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG
MENOLAK ATAU MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

L.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS,
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang
meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan wuntuk menolak atau memberikan izin
perkawinan dan perceraian bagi .Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang
selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah.



Pasal 2

Pejabat yang berwenang menolak atau memberikan izin

perkawinan dan perceraian bagi PNS dan Calon PNS di

Lingkungan BPKP yaitu:

a. Kepala BPKP untuk PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, dan PNS berpangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan PNS berpangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e;

b. Sekretaris Utama BPKP untuk PNS dengan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, dan PNS berpangkat Penata
Muda golongan ruang III/a sampai dengan PNS
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP untuk PNS
berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke
bawah di Lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian,
Pusat-Pusat, dan Inspektorat BPKP; atau

d. Kepala Perwakilan BPKP untuk PNS berpangkat Pengatur
Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di Lingkungan

Unit Kerja Perwakilan BPKP masing-masing.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang Pejabat yang
Berwenang Menolak atau Memberikan Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011
tentang Pejabat yang Berwenang Menoclak atau Memberikan
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1199)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 847

Salinan sesuai dengan aslinya,

ukum dan Komunikasi

SYA{FUDIN TAGAMAL



